PAJAK DAN LIBERALISME: Dasar-Dasar
Politik Bag! Penetapan Kebijakan Fiskal

(oleh: Al Chaidar)

Tulisan  berikut ini akan berusah:basis yang kokoh dengan masuknya pinjaman luar
mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengncgeri dan modal asing. Dan, kebertahanan
pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat kelniasaanOrde Baru selanjutnya sangat tergantung
perkembangan kondisi  signifikannya di macdari  kemampuan  para  teknokrat  untuk
sekarang tenitama setelah merebaknya mengantisipasi perkembangan ekonoaconomic
liberalisasi  perdagangan  dunia.  Kebijakegrowth) dan tantangan pemerataan (distribusi
pemerintah secara umum dalam tutisan pendapatan). Dengan (akan) masuknya Indonesia
menipakan kebijakan politigpolitical policy) yang menjadi anggota negara-negara yang
merupakan out-put dari proses pengaturmenandatangani perjanjian perdagangan béies
masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimtrade area),maka Indonesia mendapatkan tantangan
masyarakat diatur dan kebijakan perencan:baru:  liberalisasi  perdagangan.  Liberalisasi
perabangunan yang dilakukan pemerintah atperdagangan yang juga mengandung  arti
sekaligus merupakan sebuah pola pertahainternasionalisasi pasar domestik akan menipakan
pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasckekuatnn pengguncang baru bagj kestabilan
Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkaipembangunan. Tantangan baru haruslah dijawab
pemerintah merupakan kebijakan untuk mengadengan peningkatan daya saing, SDM dan -secara
agar tidak terjadi ketidakseimbangafinansial- menetapkan kebijakan fiskal (pajak) yang
(disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosiadil.

(social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan
politik (chaos). Tantangan pemerataan menipakan dasar paling
penting dari pajak. Pajak menipakan dana yang

Dalam masyarakat modem di mana yaidikutip pemerintah secara wajib atas pendapatan
menjadi instnimen pengaturnya adalah neg:personal dan badan usaha (pajak langsung) dan atas
modern, ekonomi memilrtti arti penting yang sangbarang dan jasa (pajak tidak langsung). Pajak
strategis. Keberhasilan pembangunan politik sandigunakan oleh pemerintah untuk berbagai manfaat.
ditentukan oleh keberhasilan mengelola dsebagai contoh, : untuk(l) meningkatkan penerimaan
merencanakan pembangunan ekonomi. Aset bagi pemerintah, (2) mendistribusikan pemerataan
sumber daya ekonomi pada akhirnya akpendapatan dan kesejahteraan, (3) mengontrol ingka
menentukan _kelaiatarsuatu negara. Negara, dadan distribusi belanja dalam perekonornian, dan (4)
perspektif ini, tidak semata dilihat dari_kelniatsmengontrol volume impor dan ekspor. Sementara
senjatanya, namun juga -dan merupakan saritu, istilah perpajakan (sebagai bcntuk jamak dari
penting- _hagaitnana_kekuatagkonomi menopangpajak), dalam tutisan ini secara umum akan
kehidupan masyarakatnya dan melakukan penctbermakna penerimaan pemerintah dari pajak atas
ekonomi terhadap negara lain. Devisa menj;pendapatan dan pcngeluaran rumah tangga dan
variabel utama untuk melihat kokoh tidaknya suztembaga usaha. Pajak atas pendapatan tennasuk di
negara tertentu bersandar. Pengalaman Indonesidalamnya pajak pendapatan personal (perorangan)
masa Orde Lama (1945-1965) meraperlihatkdan pajak korporasi (perusahaan). Dan pajak atas
ketidakberhasilan pemerintah dalam menegel pengeluaran  tennasuk  di  dalamnya  pajak
ekonomi akan dapat meruntuhkan negepertambahan nilafjvalue added taxplan pajak atas
(kekuasaan). Kenaikan Orde Baru sebagai akbarang mewah(excise duties).Perpajakan juga
politik baru pasca 1%5 merupakan bangkitn mengandung makna sebagai beniithdrawal dari
kekuatan baru dalam memeberdayakan ekoncarus sirfcular  pendapatan  nasional  secara
yang juga berarti memeberdayakan negara. Den keselumhan. Pajak-pgiak yang drscbutkan diatas
kebijakan ekonomi terbukéopen economy)Qrde
Baru selanjutnya membangunan
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ditambah ekspor netto (ekspor kurang impor).



principle), (2) prinsip keuntungan yang didapitapi setelah pemajakan dan manfaat nefgiste
(benefits-received  principle), (3)  prinsip benefits),mereka akan mendapat 5,9% dari total
redsitribusi pendapatafredistribution of income pendapatan final. Fungsi redistribusi pendapatan
principle), Prinsip pertama berkenaan dengdari pajak ini memeng kecil, namun sangat efektif
pendapatan yang kena paftxable incomeyang -untuk mendinamisasi ekonomi. Bahkan, pajak
berdasarkan pada kemampuan finansial indivisebagai bagian proporsional dari GNBross
Oleh karenanya, orang-orang dengan pendapnational Products) lebih merupakan variabel
yang tinggi lebih siap untuk ditempatkan sebapertumbuhan ekonomi daripada pemerataan.
pembayar pajak yang lebih tinggi daripada ora/Kendati pun begitu, sedikit banyak unsur keadilan
orang yang lebih rendah pendapatannya. .dalam pemerataan kembali pendapatan ini diemban
kesenjangan pendapatan sangat jauh. akan sioleh perpajakan.
direkomendasikan bagi pemerintah untuk tidak
memungul pajak bagi orang-orang dengan ting Dalam hubungannya dengan negara, pajak
pendapatan relatif yang rendah. Dalam praktek ditetapkan dengan kebijakgpolicy) pemerintah
pendekatan ability-to-pay telah diadopsi olerdalam suatu kerangka kebijakan makro ekonomi
banvak negara sebagai basis sistem perpajisuatu negara. Kebijakan fiskal adalah alat untuk
mereka. Pajak progregjprogressive taxationjlas mencari pengaruh tingkat aktivitas ekonomi
pendapatan dan kekayaan serta alas segala hamelalui kontrol pengeluaran pemerintah dan
perlu dipajaki kini juga, dalam derajat terten perpajakan. Kegunaan anggaran defisit, seperti pada
dipraktekkan oleh Indonesia. Praktek ini pentikasus Amerika serikat, --yang merupakan defisit
artinya untuk mengantisipasi kesenjangan (jureanggaran di mana pemerintah membelanjakan lebih
antara pendapatan kelas alas dengan pendabanyak daripada pendapatan dari pajak—dianjurkan
kelas bawah. oleh- John Maynard Keynes di tahun 1930-an untuk
memberikan  efek  transisi dari  situasi
Prinsip  kedua, penerima = manfa:pengangguran massal kepada situasi yang
mensyaratkan  bahwa  mereka-mereka y:mendekati full employment. Secara teoritis,
mendapat banyak manfaat dan penawekenaikan belanja pemerintah atau reduksi pajak
pemerintah akan barang dan jasa hams memk (injeksi ke dalam ekonomi) merangsamggregate
pajak yang pada gilirannya akan mendanai mer demandmelalui efek ganda sehingga menciptakan
Persoalan berkaitan dengan prinsip ini adspeluang kerja untuk memenuhi permintaan,
kesulitan dalam menghitung berapa banymenaikkan pendapatan nasional. Jika tingkat
manfaat yang diterima oleh individu khususnaktivitas ekonomi terlalu tinggi, akan terjadi
dalam kaitan mlai provisi barang dan jasa seekonomi "over-heating", berarti pemerintah telah
modal seperti pertahanan nasional (peralemelakukanbudget surplusmenurunkan tingkat
riliter), pemadam kebakaran dan lain-lain. Hal- pengeluarannya atau menaikkan pajak (sebagai
ini tidak dapat dikaitkan dengan tanggung-jawwithdrawal dalam tindakan ekonomi) untuk
yang lebih luas yang diterima pemerintah dal menurunkan aggregat demand.Tujuan utama
menyediakan jasa sosial dan manfaat kesejahte kebijakan fiskal adalah untuk memberikan kebijakan
(welfare benefits)misalnya, tidak akan bermanfayang countercyclical sehingga  mencegah
sama sekali untuk menarik pajak dari seseor membesarnyabooms atau depresions ekonomi
penganguran supaya dapat mendanai bselama berlangsungnya bisnis. Keadaan ini
kehidupan mereka. menyebabkan kebijakan fiskal dipakai untuk mem-
Jine tuningekonomi. Banyak ahli ekonomi percaya
Prinsip utama ketiga, prinsip redistribu bahwa kebijakan fiskal sebagai obat bagi penyakit
pendapatan adalah prinsip yang dijalankan se ekonomi telah banyak disalahartikan. Orang-orang
bersamaan dalam program-program provisi ne¢lebih percaya bahwa kebijakan fiskal lebih cocok
kesejahteraan(welfare state) digunakan untuk ditempatkan pada kondisi depresi yang ada pada
memberi manfaat bagi rumah tangga yang lewakiu itu, ketika Keynes menulis karya agungnya
miskin yang diambil dari rumahtangga yang letGeneral Theory of Employment, Interset, and
kaya. Biasanya, redistribusi pendapatan dipercMoney di tahun 1936, daripada sebagai alat
dengan cara pajak dan belanja negara. Sehinekonomi inflasif. Pemerintah (negara) diperkuat
20% orang miskin dari populasi menerima haruntuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit, untuk
0,3% dari total pendapatan dsfiginal income), melahirkan regulasi dag deregulasi.
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Bertentangan dengan Adam Smith yaregulasi yang diluncurkan pemerintah akhir-akhir
berpandangatiaisez faire".maka Keynes justru ini, namun lebih ditekankan kepada pemahaman
“mengatur permainan” para swastawan secara kakan makna “liberal" dalam era liberalisasi
Akibatnya, pada akhir tahun 1970-an selartersebut.
periode inflasi tinggi. keadaan ini lebih diatasi
dengan kebijakan fiskal dan monegeronetary Sejauh ini, liberalisasi perdagangan adalah
policy), misalnya dengan mengetatkan pengeluasuatu historical inevitability, suatu keharusan
uang(tight money policylintuk mencapai tujuan-sejarah. Jauh sebelumnya kaum liberal di Barat
tujuan pemerintah. Akhir-akhir ini kebijakan fiski(Eropa Daratan dan Amerika Utara) begitu
kembali mencuat dan lebih bisa diterima dengmenggebu-gebu untuk segera mewujudkan
kredibilitas yang lebih baik daripada apa yailiberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas.
terjadi pada tahun 1970-an . bagaimana pPerdagangan bebas merupakan cita-cita yang
perdebatan tenlang hal ini masih terus berlarpenting dari liberalisme abad ke-19. Dalam tahun
hingga ditemukannya instrumenfine-tuning 1960-an dan 1970-an masalah perdagangan bebas
ekonomi yang lebih efekiif. muncul lagi dalam kontroversi tentang Masyarakat

Ekonomi Eropa atau yang sekarang disebut

Dengan adanya tantangan baru liberalisEuropean Communities.Menyangkut masalah
perdagangan, akan memberi dampak yang —kuipemilikan negara, unsur-unsur liberal menentang
lebih-- mengkhawatirkan kita jika tanpa kebijakakebijakan — yang  bersifat  doktriner  seperti
kebijakan khusus tertentu, maka pasar dome nasionalisasi untuk kepentingan negara. Indonesia
akan dimasuki secara sangat agresif oleh kekuzpernah  menasionalisasi  perusahaan-perusahaan
kekualan kapitalisme luar yang pongaswasta asing ketika pasca revolusi. Ini tentunya
Liberalisasi perdagangan secara sederhana :menjadi pertimbangan politis tersendiri dari kaum
memaksa pemerintah membuka pasar domestik liberal untuk menjalin bisnis dengan lebih hati-hat
sekaligus menginternasionalisasikannya ke dadengan Indonesia. Namun Orde Baru saat sekarang
pasar global. Meskipun proteksi pemerintah te ini belum pernah menimbulkestigmapolitk bagi
berlaku terhadap usaha kecil, koperasi dan usperusahaan-perusahaan asing sehingga iklimnya
menengah, bahkan usaha besar pun mterasa lebih kondusif. Keberhasilan Orde Baru
diragukan kemampuannya untuk bersaing secmenjaga gejolak dalam jangka panjang sangat
internasional. Selama ini, mereka dengan mucbe rani bagi kredibilitas Indonesia di niata dunia.
mendapatkan fasilitas-fasilitas dari negara (sepLiberalisme - merupakan paham di  mana
kestabilan politik, oligopoli, pemberian hsen:berpadunya kekuatan-kekuatan kapitalisme dan
monopoli dan lain-lain). Ketika liberalisassosialisnie dalam suatu konvergensi kehidupan
perdagangan, pasar sudah tidak lagi diproteksi bersama. Dia tidak bersifat kelas dalam
ini akan menimbulkan persaingan yang san pendekatannya kepada massa. Logika pasar lebih
ketat. dipakai ketimbang logika mobilisasi. Liberalisme

telah meniberikan banyak sumbangan yang dapat

Namun, sejauh ini liberalisasi perdagangtahan lama bagi sosialisme Inggris. Karena
tdak saja  menimbulkan ancaman d:pengaruh liberalisme, para pemimpin sosialis
kekhawatiran. namun juga peluang. Dengmenjadi lebih moderat dan kurang terpaku pada
berbekal pengalaman menguasai budaya (doktrin daripada kalau mereka tidak mendapat
masyarakat Indonesia, usaha swasta domestik ipengaruh tersebut. Dengan pengaruh tersebut
sangat mudah mengenali gelagat pasar yang bemereka juga lebih menghargai kebebasan individu
tentu bisa dipahami oleh swasta internasiol(untuk beribadah, berfiki, berbicara dan
(multinasional) luar. apalagi untuk jangka panjarberkumpul). Liberalisme pula yang telah mengubah
Peluang ini, tidak hanya dilihat dapat progesivitPartai Buruh Inggris menjadi sebuah partai
menggeliatnya kegiatan-kegiatan ekonomi, namnasional dan bukannya menjadi partai yang
juga untuk mempertanyakan sejauh madidasarkan pada konflik kelas. Liberalisme juga
kontribusinya tcrhadap pemerataan dan pencipttelah me wans kan kepada Partai Buruh bahwa
keadilan ekonomi di Indonesia. Dalam tulisan ipembaruan sistem akan tercapai tanpa kedengkian
tidak perlu lagi dibahas tcntang deregulasidan  dan kebencian terhadap kelas atau golongan

tertentu. Indonesia yang sangat anti komunis akan
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sangat cocok menerapkan prinsip-prinsbelakangnya, baik liberal maupun Pancasila) tidak
liberalisme agar perbedaan sofsaicial inequality akan dapat bertahan lama. Negara dalam
dan social inequity) tidak menjadi pemicu berhadapan dengan swasta harus tegas dengan
terjadinya kerusuhan dan destabilan politmewajibkan mereka tas tanggung-jawab sosial
Dengan sentuhan liberalisme, maka kapilalisiuntuk pemerataan dan pengentasan kemiskinan
akan terlihat lebih manusiawi dan adil dan purbukan basa-basi politk yang kosong yang hanya

langgung jawab sosial dan sosialisme akan leberisi sekedar anjuran dan ajakan. Keynes telah
terlihat logis (daripada utopis selama ini) bamenabuh "Genderang Kematiaaissez Faire"dan

masyarakat. merumuskan teori ekonomi tentang perlunya
campur tangan negara dan pendanaan langsung
Munculnya negara kesejahteraémelfare dari pemerinlah untuk menanggulangi kemerosotan
state) dan perkembangannya kemudian telinvestasi swasta dan daya beli masyarakat demi
memberikan kesempatan kaum liberal untmerangsang pemulihan ekonomi. Peringatan Pak
memperluas ruang lingkup dan fungsi negaHarto sebagai ketua eksekutif negara terhadap
Kaum liberal membenarkan pengalihan su:pengusaha konglomerat yang tergabung dalam
kegiatan atau pelayanan jasa  menj: Yayasan Dana Sejahtera kira-kira, dari sudut sosial
tanggungjawab negara dengan alasan bahwa tsama dengan apa yang dilakukan oleh Presiden F.
keterlibatan pemerintah, kegiatan itu tidak ak D. Roosevelt dengan "New DeaT-nya.
ditangani secara serius atau diabaikan sama sekali.
Penderitaan yang meluas terhadap kaum wal Di Amerika Serikat doktrin Keynes tercermin
orang usia lanjut, anak-anak, kaum minoritdalam paket New Deal tersebut yang menandai
orang miskin dan "orang-orang marjinal" lainmperubahan historis dalam hubungan antara sektor
mendorong kaum liberal untuk menuntut su:sSwasta dengan negara. Pemerintah berusaha untuk
sitem yang resmi mengenai jaminan sosial y:menjamin simpanan di bank tapi sekaligus juga
dibiayai dengan pajak. Dengan alasan yang sememberi pinjaman pertanian. pinjaman keluarga,
kaum liberal -juga dengan mobilisasi dana mel: mengatur persediaan barang di pasar, mendukung
pajak— menyerukan adanya kesejahteraan unharga produk pertanian dan melindungi serikat-
untuk fakir miskin dan tidak semata-mata menj:serikat dagang, mengadakan sistem jaminan sosial
kegiatan amal swasta, standar pencemebagi orang usia lanjut dan penyandang cacat,
lingkungan yang mesti dilawan dengan kekuamembantu para penganggur dan fakir miskin,
hukum dan alat-alat negara, tidemenciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek
menggantungkannya pada pengaduan sukarela, pekerjaan umum, dan memeberi subsidi untuk
bagi riset iimu pengetahuan dan pengembanmemajukan seni. Dengan tindakan-tindakan ini. F.
teknologi, subsidi pemerintah terhadap kesenD. Roosevelt telah menjadi penyelamat kapitalisme
dan tidak menunggu sponsor kegiatan dari swe Amerika. Indonesia bisa mengikuti terobosan
pedoman dan tmdakan yang nyata untuk memltersebut dengan memperdalam keterlibatan negara
kedudukan kaum wanita dan minoritas, dan buldalam persoalan pertanian, ekonomi pedesaan,
sekedar prinsiplip service "non-diskriminasi’ ekonomi usaha kecil dan koperasi, dan lain-lain
yang penuh basa-basi, pemihakan negyang selama ini sudah dilakukan dengan cukup
terhadap usaha swasta yang berlakumanize berhasil. Selanjutnya baru, dan ini terasa cukup
terhadap pekerja dan perilaku-perilaku  yamendesak, meningkatkan "kewajiban" swasta untuk
melanggar hak asasi manusia lainnya harus semengentaskan kemiskinan dan persoalan
nyata ditegakkan oleh negatzquality Before the pemerataan pendidikan. Selama ini swasta lebih
Law. senang bertindak seperti sinterklas dalam rangka
public relationsketimbang sebagai beban moral
Intervensi negara sangat diperlukan bahwa swasta pun adakatent of developmedan
Indonesia untuk meneguhkan amanah konstitbukan pemerintah semata sebagai aktor tunggal.
bahwa rakyat lebih berdaulat ketimbang pasar.
Kalau krisis sosial dan politik tidak diatasi seca Pemerintah dalam rangka meningkatkan
serius dengan kebijakan fiskal yang memihepenerimaan bagi dan pembangunan kini telah
maka —mengutip kata-kata John Maynard Keynesmemberlakukan Undang-Undang Perpajakan baru
"kita semua akan mati". Demokrasi (apapun nama yakni UU No. 9/1994, UU No* 10/1994 dan UU No.
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11/1994 yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Upaya pemerataan dan unsur keadilan
Dengan dcmikian target APBN dari pajak bisa nkap esensi dari semangat UU Perpajakan
mencapai 57,7%. Dengan meningkatnya target iang paru. Langkah strategis ini adalah untuk
maka pemerataan dan keadilan sebagai prinsip adikaj pajak sebagai andalan utama dalam
pajak akan mewujud dalam kenyata@nggerakkan mesin perekonomian. Tanpa pajak
pembangunan masyarakat, bukan pembangundn ursiulk mempercepat laju pembangunan
elit yang selanjutnya --dalam kerangka Demokiagnunjukkan semakin pentingnya peran pajak.**
Ekonomi Pancasila yang berdasarkan gotong

royong-- negara akan berpihak pada "kedaulatan

rakyat" yang relatif masih lemah ekonominya

daripada "kedaulatan pasar.”
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